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WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORUGANISAS], TUGAS POKOK

DAN FUNGSI SERT4 TATA KERJA

PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDJAN

Menimbang

Mengingat

KUTA BEKAST

DENGAN RAHNMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[\

WALI KOTA 5EKASI,

bahwa dengan teiah ditctapkannya Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nemer 07 Teahun 2016 tentarg
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi maka dipandang perlu disusun Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

bahwa berdasarkan pertdmbangan sebagaimars dimaksud
pada huruf a, maka periu membentuk Peraturar: Wali Kota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi,
Informarika, Statistikk dar Persandian Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembenstukan
Kotamadya Daerah Tingisat I Bekas' (Lembaran Negara
Republilc Indonesia Tahun 1996 Nomor '11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

iUndang-Undang Ncmor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara \Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndoaesia Nomoer 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebajjaimana
telah beherapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahur 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tarun 2014 tentang
Pernerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

w

Peraturan Menteri Dalam Neger; KRepublik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tenteng Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang  Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lemnbaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangka: Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekas: Tahun
2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 060/1102/0rg tentang Rapat
Finalisasi Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi
teitang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Keria Perangkat Daerah Kota
Bekasi, tanggal Delapan buian Nopember tuhun Dua Ribu
Enam Belas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN CRGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagali unsur penyeclenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Pemerint'ahan
bidang komunikasi dan informatika, urusan Pemerintahan bidang
statistik dan urusan Pemerintahan bidang persandian dalam bentuk

Dinas.
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6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikas®, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi.

7. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah 3ekretariat, Bidang,
Sub Bagian dan Seksi pade Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se'anjutnya disingkat
APBD adelah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam berituk
upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
Perangkat Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit
pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis
tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penah olch pejabat yang
berwenar.g untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan
Dinas Kornunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

BAB II
ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas

Pasai 2

Dinas Kormunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkedudukan
sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan
bidang komunikasi dan inforrnatika, urusan Pemerintahan bidang Statistik
dan urusan Pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 3

(1) Susunan Crganisasi Dinas Komumnikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1 Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.



g.
h.

Bidang Pengelolaan Opini dan Informesi Publik, membawahkan:
1. Seksi Fengelolaan Opini Publik;

2. Seksi Kemitraan Komunikasi dan informasi Publik;

3. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;

2. Secksi Infrastruktur Layanan Data Centre;

3. Scksi Keamanan Informasi.

Bidang e-Governrnent, membawahkan:;

1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sist2m Informasi;
2. Seksi Pengembangan e-Government,

3. Seksi Tata Kelola e-Government.

Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:

1. Seksi Statistik Sektoral,

2. Seksi Statistik Indikator Makro;

3. Seksi Persandian.

UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagaimana pada ayat (1) lercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas mernbantu Wali Kota dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan fungsi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dinas yang meliputi bidang pengelolaan opini dan informasi publik,
teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta statistik dan
persandian untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungst:

a.

b.

perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
sesuai dengan visi dan misi Daerah;

penetapan pedoman dan petunjuk teknis peayelenggaraan urusan
lingkup bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
pernbinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-
Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;

pembinaan administrasi perkantoran;

pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan
hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
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pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai
ketentuan yang berlaku;

pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai
ketentuan yang berlaku;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dar fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a.
b

memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi
Daerah serta kebijakan Wali Kota;

mernetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi
Daerah serta kebijakan Wali Kora;

merumuskan seria menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau
menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidaag
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengelolaan
opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-
government serta statistik dan persandian;

menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/
Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pengelolaan opini dan
informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government
serta statistik dan persandian;

menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan
rencana strategis Dinas;

menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan
perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

memaral dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan
tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah
lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal
maupun eksternal;

menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau
LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
menandatangani dan/atau menyampaikan hasii penyusunan Analisa
Jabatan, Informasi Jabatan, dan <Standar Kompetensi Jabatan
kepada SKPD terkait;

menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat
Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan;

menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada
Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis tidang pengelolaan
opini dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-
government serta statistik dan persandian dalam penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah di Daerah;

menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-
langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja
pelayanan Dinas;



(1)

p. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan opini dan
informast publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-goveriment
serta statistik dan persandian berkenaan dengan penyelenggaraan
tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan
masalah;

g. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan
fungsi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian
yang meliputi pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan informasi
publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-governmernt serta
statistik dan persandian;

r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyclenggaraan
Pemerintahan di Daerah bidang pengelolaan opini dan informasi
publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government serta
statistik dan persandian sesuai kebijakan Wali Kota;

s. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka
memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat sesuai
kewenangan dalam bidang tugasnya,

t. membina pengembangan Kkarier bagi staf/Fawehan yang berprestasi
dan/atau berpotensi;

u. melaksanakan pengawasan melekat seccara berjenjang terhadap
aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan cselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang oerlaku;

w. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai
pedoman yang ditetapkan,

x. melaksanakan koordinasi dan menyampaikarn laporan
perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melaiui
Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKFD, secara berkala
dan sesuai kebutuhan;

y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawabar.
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah
terima jabatan,

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang diperintahkan atau
dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas
dan wewenang jabatannya.

Paragrai{ 2
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas membnntu Kepala Dinas dalam memimpin
dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif
kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanean, Umum
dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola
kesekretariatan yang baik.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sechagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan,

petunjuk teknis ssrta rencana strategis Dinas;

b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas

berdasarkan pada visi dan misi Dinas;

C. penyusunan program Kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
pengelolaan ketatausahaan perkaritoran serta penelaahan dan
pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan

kepegawaian Dinas;

f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja
tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan
pemeliharaan barang inventaris Dinas;

g. penyelenggaraan peclayanan kehumasan;

h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
bawahan,;

1.  penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sckretariat dan
kegiatan Dinas secara berkala;

J.  pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala
Dinas;

b

O.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pade
ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sckretaniat dan

mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;

b. menyusun bahan visi dan misi segsuai bidang tugasnya untuk

dirurnuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;

c. menyusun dan inerumuskan bersama rencana strategis Sekretariat

dan mengkoordinasikan rencana strategis bidaag-bidang;

d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusar kebijakan
dan/atau petunjuk teknis scbagai hahan penetapan kebijakan
pimpinan;
mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama
pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

f.  meayusun, merumuskan, serta menetapkan program kcrja dan
rencana Kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala
prioritas;

g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program Kkerja, skala
prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai
RKA Dinas serta bahan laporan Kinerja Dinas dari masing-masing
Bidang; .

h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tid
langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan
yang berlaku;

i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun
operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang,
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, pejabat fungsional
lainnya dan staf pelaksana Dinas;

f'i



k.

aa.

bb.

mernfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur
pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau
informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;

memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi,
instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;

mengkoordinasikan, mmenghimpun den mengelola arcip naskah dinas,
dokumen, data pegawai;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir
pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi
LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD;

mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan,
Informasi Jabetan, dan Standar Kompetensi Jabatan:

mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard
Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di
lingkungan Dinas;

mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah
tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;

mewakili Kepala Dinas dalam pclaksanaan tugas szhari-hari apabila
Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan
pimpinan,

mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan
disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau
sehagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali
naskah vyang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak
memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;

mengevaluasi dan memaraf setiap kensep Rekoinendasi/Noca
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jase pelayanan publik
lainnya vang disampaikan oieh Bidang terkait; _
memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala
Dinas;

memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas
dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan
tugas lingkup Dinas;

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam
pelaksanaar tugas teknis bidang;

melalcukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalamn rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kehijakan Kepala Dinas;

mengarahkan, mendistribusikan, memonatoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;,
melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Sekretariat sesual ketentuan yang berlaku;



cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

dd. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;

ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala cetiap akhir
tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

ff. melaksanakan tugas kedinasin lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
¢.  Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas
dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana vprogram dan
kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimasna dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagzian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

b. penylapan data bahan penyusunan iencana program dan kegiatan
Dinas;

c. penyiapan data hasil pelaksansan monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas,

d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan
program dan kegiatan Dinas;

e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas :

a. memimpin, mengatur dan rmengendalikan tugas Bub Bagian
Perencanaan;

b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari
Sekretaris;

c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kegja
lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan,

d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan
sesusi dengan ketentuan yang berlaku;

e. menyiapkan dan menyusun program keria dan rencana kegiatan
Sub Bagian Perencanaan berdasarkan kebijakan dan program kerja
Sekretariat; .

f.  memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang
menjadi tanggung jawabnya; .

g. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program ker;a dan
rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang
ada di lingkungan Dinas;

h. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan
kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan
kegiatan Dinas;
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. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik
lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;

J. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;

k. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard
Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di
lingkungan Dinas;

. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
berdasarkan laporan bidang-bidang;

m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

n. menyampaiken saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

0. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ciberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah
tangga dan aaministrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rurnah
tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;

c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian
barang perlengkapan Dinas;

d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;

e. pengolahan data, pengarsipan aokumen darn urusan administrasi
pegawai Dinas;

f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan
dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;

g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

b. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan
program kerja Sekretariat;

c. menylapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari
Sekretaris;

d. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dar./atau unit kerja
lainnya berkaitan dengan rencana peialzsanaan kegiatan;

e. memberikan arahan dan memeriksa hasil keria kepada bawahan
sesual dengan ketentuan yang berlaku,



(2)

h.

memantau can raengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang
menjadi tanggung jawabnya;

menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN di
lingkungan Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan Anzlisa Jabatan, Informasi Jabatan,
dan Standar Kompetensi Jabatan;

melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian
naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang
membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah
ditetapkan;

melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta
administrasi perjalanan dinas;

menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar
urut kepangkatan;

menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan
disiplin pegawai serta kesejahteraan negawai,

melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah
dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota
Bekasi;

melaksanakan  pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan
inventarisasi perlengkapan Dinas;

menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh
Dinas;

mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota
dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pe'aksanaan
tugas pada bidang-bidang;

raengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah,
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan
pelaksariaan tugas kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas
Galam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi
pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola
keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagzimana dimaksud pada ayat (L),
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.

b
B,
d.
e

"

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan,

pelaksanaan tugas selaku PPK-SKFD;

penyusunan hahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
penyusunar anggaran belanja tidal langsung dan anggaran belanja
langsung Dinas;

pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dines;
penyusurnian bahan evaluasi dar pelaporan kegiatan.



(3)

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai Lraian tugas:

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian
Keuangan;

b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahun dari
Sekretaris;

c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja
lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;

d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan
sesuail dengan ketentuan yang herlaku;

e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub
Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program Kkerja
Sekretariat;

f.  menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan
Dinas;

g. menyiapkan dan menyusun hahan rencana kebutuhan anggaran
tahunan Dinas;

h. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan
anggaran belanja langsung Dinas;

i.  melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi :

1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengecluaran dan
diketahui/disetujui oleh PFTK;

2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji
dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM,;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan,
melaksanakan akuntansi Dinas;

. menyiapkan laporan keuangan Dinas.

e B i

j.  mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan

kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan nasalah;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

[——

Paragrat 3
Bidang Pengelolaan Opini Dan Informasi Publik

Pasal 9

Bidang Pengelclaan Opini Dan Informasi Publik mempunyal tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendelikan, dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan yeng menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengelolaan
opini pubiik, kemitraan komunikasi dan irformasi publik serta layanan
komunikasi dan informasi publik untux mencapai pelaksanaan telmis
urusan di bidangnya; T

—_—




(2) Uptuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
Bidang Pengelolaan Opini Dan Informasi Publik mempunyai fuagsi:

a.

b.

h,

&

b

penyusunan program Kerja dan rencana kegiatan Bidang;

perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai
linglkkup bidang tugasnya,

perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengelolaan,
monitoring dan pengkajian dalam pelaksanaan pengelolaan opini
publik yang meliputi aspirasi publik, media massa dan media sosial:
perummusan Kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengelolaan,
koordinasi dan fasilitasi serta peningkatan dalam pelaksanaan
kemitraan komunikasi dan informasi publik yang meliputi bahan dan
data pemberitaan dan penerangan Pemerintah Daerah, kode etik
jurnalistik dan jaringan mitra kerja pers serta media relations;
perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahahan,
fasilitasi, diseminasi dan pengelolaan dalam pelaksanaan layanan
komunikasi dan informasi publik yang meliputi komunikasi publik,
informasi publik, media sosial dan website Pemerintah Kota;
pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD
terxait;

pelaksanaan monitoring dan evaiuasi kegiatan dalam lingkup
tugasnya,

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepaia Dinas;
penyiapan bahen laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengelolaan Opini Dan Informasi Publik
mempunyai uraian tugas:

a.

15

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai Jingkup bidangnya,;

menyusun bahan visi dan misi sesuel bidang wugasnya untuk
dirurmuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;

menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinan,

menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun, merurnuskan, serta menetapkan program kerja dan
rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala
prioritas;

merumuskan usulan rencana anggaran Kkegiatan bidang untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;

menyusun dan mengajukan usulan rencana Kkebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang
berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedomen tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

merngorelksi dan memaraf konsep Rekom.endasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik
lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat,;
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k. mer_r}berlkan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebuakapu-kebuakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada
Kepala Dinas;

l.  memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas
terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
bidang yang meliputi pcngelolaan opini publik, kemitraan komunikasi
dan informasi publik serta layanan komunikasi dan informasi publik;

n. mnengidentifikasi permasalahan berkaitan der.gan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah:

o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang
lainnya dalam pelaksanaan tugasnya,

p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Dinas;

q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi nelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;

s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

t.  memberikan sanksi sesuai kc¢wenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui
Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima
jabatan;

- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan

sesual wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Dpini dan Informasi Publik, memktawahkan:
a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;

b. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik;

c. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 10

Seksi Pengelolaan Opini Publik rempunyal tugas membantu Bidang
merencanakan, memimpin, merubagi tugas, ‘nelaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan opini publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi

Pengelolaan Opini Publik mempunyai fungst:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi,

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan Xebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnye;

c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunart, pengelolaan,
monitoring dan pengkajian dalam pelaksanaan pengelclaan opini
publik yang meliputi aspirasi publik, media massa dan media sosial;



(3)

d.

€.

penyiapan bahan pembinaan teicnis dan evaluasi kegiatan;
pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai uraian

tugas:

a. memunpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuali lingkup bidang tugasnya;

d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan. dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penectapan
kebijakan pimpinan;

e. rmenylapkan bahan untuk perumusan peuoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai baharn penetapan kebijakan pimpinan;

f. menyiapkan bahan penyusunan <an perumusan program kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijaxan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya,

i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
daiam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,

j.  menyiapkan  bahan dan menyusun  konsep  pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surst Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya,

k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan;

.  memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

m. mengelola Opini dan Aspirasi Publik di Lingkup Pemerintah Xota
Bekasi;

n. mengelola Informasi untuk Mendukung Kebijakan Nasional dan
Pemerintah Daerah;

o. mengkaji isu publik di media massa dan media sosial;

p. melakukan pengumpulan dan pengkajian pendapat umum (survei,
jajak pendapat);

q. mengolah aduan masyarakat melalui media pengaduan online
Pemerintah Kota Bekasi;

r. monitoring dan analisis citra Pemerintah Daerah;

melaksanakan penyusunan bahan Informasi yang berkaitan dengan
perkembangan Kota Bekasi,

menyusun bahan dan data yang berkaitan dengan pemberitaan dan
penerangan aktifitas ai pemerintah Dacrah;
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u. mengkaji pola kemitraan Govemment to Govemmment (G2G),
Goverlnmer'tt to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C);

Ve mer}gxdenuﬁkasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

w. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelalksanaan
tugasnya,

X. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baix setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintali Provingi, dan Pemerintahan Pusat
maunun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

y. mengarankan, mendistribusikan, memenitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadep
pegawai di lingkup Seksi sesual kerentiaan yang berlaku;

bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

cc. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya,

dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasai 11

Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas
membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas,
melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegatan
kemitraan komunikasi dan informasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi

Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungs:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya,

g penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusuran, pengelolaan,

koordinasi dan fasilitasi serta peningkatan dalam pelaksanaan
kemitraan komunikasi dan informasi publik M‘melipm;ipahgn dan
data pemberitaan dari penerangan ‘Pemerintah Daerah, kode etk

~ jurnalistik dan jaringan mitra kerja pers serta media relations;

'd) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluas: kegiatan;

g pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fur.gsi sebagairnana dimaksgd pagla
ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik

mempunyai uraian tugas:
a. memimpin, mengatur, rmembina, dan mengendalikan pelaksanaan

tugas sesuai lingkup bidangnya;



menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

menyiapkgn bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesual lingkup bidang tugasnya;

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan;

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan “ebijakan pimpinan;
menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencana Kkegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menylapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biava kegiatan
ratin sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
cdalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan;

menyiapkan bahan dan menyisun konsep  pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya;

—

. . . - . . . - .{
memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait

kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada /

pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinen;

menyusun bahan dan data yang berkaitan dengan pemberitaan dan
penerangan alktifitas di Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat
Daerah;

menylapkan bahan yang berkaitan dengan perkembangan Kota
Bekasi kepada juru bicara Pemcrintah Kota Bekasi; =
melaksanakan pengelolaan medic Centre/ press room Kota Bekasi;
melaksanakan dan menerapkan kode etik jurnalistik dan
pemeliharaan jaringan mitra kerja pers;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kermitraan
media (media relations);

melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur urusan
komunikasi publik;

mengkaji  pola kemitraan Govermment to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C);
mengidentitikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya; :

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan kepala Bidang



W.

ad.

bb.

CcC.

mengarahkan, mendistribusikan, mermonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operesional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerje staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan esclonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawaiian sesuai ketentuan yang berlaku;
menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya,

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepadn Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Puolik mempunval tugas
membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas,
melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan Jayanan
komunikasi dan informasi publik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi
Layanan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

a.
b.

d.

€.

penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
telinis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

menyiapkar. ~ bahan  kebijakan, perencanaan, penyusunan,
pengoordinasian, pengolahan, pengelolaan, fasilivasi, diseminasi dan
evaluasi dalain pelaksanaan layanan komunikas: dan informasi
publik yang meliputi PPID organisasi perangkat daerah, komunikasi
publik, informasi publik, media sosial dan website peinerintah kota;
Penyiapan bahan pembinaan teknis den evaluasi kegiatan,

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dar: fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
mempunyai uraian tugas:

4a.

b.

memimpin, mengatur, membinz, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan 7isi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuali lingkup bidang tugasnya;

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan, '
menyiapkan banan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya scbagai bahan penetapan kebijakan pirnpinan;



menyiapkar: bahan penyusunan dan perumusan prograin kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan paaa
lingkup bidang tugasnya untuk diramuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahan dan usulan reucana kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya,

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,

menyiapkan hahan dan menyiusun konsep pemberian
Rekcmendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesaai lingkup
tugasnya,

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijukan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
mengklasifikasi dan menginventarisir informasi publik serta
pelayanan  informasi  publik {implementasi  Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik);

melaksanakan evaluasi pengelolaan dan pengoordinasian peran PPID
organisasi Perangkat Daerah;

merencanakan dan pemantauan tema komunikasi publik lintas
sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

relaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi, Pembuatan
konten lokal, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
lokal, serta Penyediaan Konten Lintas Sektoral untuk mendukung
komunikasi publik;

melaksanakan pengelolaan media sosial. meliputi kanal Youtube,
twitter, facebook, dan perkembangan jejariang sosial lainnya;
melaksanakan diseminasi informasi melalui Website resmi
Pemerintah Kota Bekasi, ‘
melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi
media dan lembaga komunikasi publik;

menyusun strategi komunikasi publik dan penerapannya dari hasil
opini publik;

melaksanakan fasilitasi pelayanan Publikasi dan Dokumentasi
kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
melaksanalkan fasilitesi naskah pemberitaan dan publikasi serta
dokumentasi aktifitas organisasi perangkat daerah;

melakukan pembuatan media informasi dan pengelolaan media
komunikasi publik;

mengkaji pola kemitraan Government to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C);
mengidentifikasi permasalahan berkzitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalan;
melakukan koordinasi teknis Kepala 3idang dalam pelaksanaan

tugasnya,



(1)

(2)

aa. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kebupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kehijakan Kepala Bidang;

bb. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan Kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya,;

cc. membina, mengevaluasi dan memctivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

dd. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawal di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

ee. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlalku;

ff. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya,

gg. merumuskan dan menyampalkan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administrati{ kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasai 13

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perumusan kebijjakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dinas yang meliputi infrastruktur jaringan TIK dan
telekomunikasi, infrastruktur layanan data centre serta keamanan
informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusar di bidaagnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai
lingkup bidang tugasnya,

c. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangan,
pengelolzan, monitoring dan fasilitasi pertimbangan teknis serta
pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan infrastruktur
jaringan TIK dan telekomunikasi yang meliputi ekosistern TIK,
regulasi, SDM TIX, jaringan TIK, layanan Virtual Private Network
(VPN);

d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangzan,
pengelolaan dan penetapan dalam pelaksanaan infrastruktur layanan
data centre yang meliputi ekosistem pusat data, Virtual Cloud
Computing SKPD, recovery data dan standarisasi perangkgt ktcras;

e. perumusan kebijakan, perencanaan, pengamanan, momtormg_daq
evaluasi dalam pelaksanaan keamanan informesi yang meliputi
pengamanan informasi infrastruktur dan teknologi serta sistem
elektronik keamanan informasi,



(3)

g.
o 8

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup
tugasnya;

pelak_sanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana aimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai uraian tugas:

a.

b.

oo

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pclaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

menyusun hahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk
dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;

menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagal bahan
penetapan kebijakan pimpinan;

menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusurn, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan
rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala
prioritas;

merumuskan usulan rencana anggaran Kkegiatan bidang untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;

menyusun dan mengsjukan usulan rencana kebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang
Derkaitan kewenangan dalam kstentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

imengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangau dan/atau jasa pelayanan publik
lainnya untuk ditandarangani cleh Kepala Dinas melalui Sckretanat;
memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada
Kepala Dinas;

memberikar masukan, saran dan informasi kepada Kepale Dinas
terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
bidang yang meliputi infrastruktur jarinigan TIK darn telekomunikasi,
infrastruktur layanan data centre serta keamanar: informasi;
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang
lainnya dalarn pelaksanaan tugasnya;

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Femerintahan Pusat
maupun instansi vertikal da'amn rangka peny:slenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Dinas;

mengarahkan, mendistribusikan, mermonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;



(4)

(2)

r. membina, mengevaluasi dan rmemotivasi Kinerja bawahan dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengem.bangan karier;

s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Bidang sesuei ketentuan yang berlaku:

t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawalian sesuai ketentuan yang berlaku;

u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepacda Kepala melalui
Sekretaris setiap akhir tahun anggarsn atau pada saat serah terima
jabatan;

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesual wewenang bidang tugasnya.

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas,
membawahkan:

a. SeksiInfrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;

b. Seksi Infrastruktur Layanan Data Certre,

c. Seksi Kearnanan Informasi.

Pasal 14

Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomun.kasi mempunyai tugas
membantu Bidang inerencanakan, memimpin, membagi tugas,
melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan
infrastruktur jaringan TIK dan telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi
Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi mempunyai 'f%;_

a. penyusunarn program dan rencana kegiatan Seksi,

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana sfrategis sesuai lingkup tugasnya;

penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penyusunan,
pengembangan, pengelolaan, menitoring dan fasilitasi pertimbangan
teknis serta pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan
infrastruktur jaringan TIK dan telekomunikasi yang meliputi
ekosistem TIK, regulasi, SDM TIK, jaringan TIK, layanan Virtual
Private Network (VPNj;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan,

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5’3

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungs: sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi

mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan rmengendalikar pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi mist Dinas;

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya;



p—

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
tekl?}s padg lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan;

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
menyiapkan bahan penyusunan dan psrumusan program kerja dan
rencana Kkegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya urnituk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhar biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan;

menyiapkan bahan  dan menyusun  konsep  pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya,

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
melaksanakan pengembangan Ekosistem TIK, meliputi Regulasi,
Perencanaan Infrastruktur TIK dan telekomunikasi serta peningkatan
SOM TIK;

melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Jaringan TIK melipuu
Fiber Optik, Radio Wireless dan WiFi di area pemerintah dan ruang
publik, serta perkembangannya;

melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Layanan Virtual
Private Network (VPN);

melaksanakan pengaplikasian Bandwidth Management bagi akses
internet SKPD;

menyusun dan penetapan standarisasi pe-angkat jaringan ;
monitoring ketersediaan dan konektifitas jaringan TIK;

mengelola interkoneksi Jaringan Iatra Pemerintah Kota Bekasi
berupa Layanan penyediaan prasarana dan sarana telckomunikasi
pemerintah meliputi ip-phone dan video-conference,

memfasilitasi pertimbangan teknis dalam pernbangunan tower bagi
repeater siaran radio, telepon seluler, Microcell dan yang sejenis
lainnya serta penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung
(IKR/G);

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
warung internet di kota,;

menyiapkan  bahan  dalam pengusulan  pencabutan izin
penyelenggaraan telekomunikasi yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang perlaku;

mengkaji pola kemitraan Govermment 16 Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C);



aa.

bb.

CCs

dd.

€c.

ff.

mengidentifikas! permasalahan bherkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pe'aksanaan
tugasnya,

raelakukan koordinasi dengan jajeran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebhijakan Kepala Bidang;

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya,

membina, mengevaluasi dan memotivasi Kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
menyiapkan bahan perumusan bahun laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya;

merumuskan dan menyampaikain laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Infrastruktur Layanun Data Centre mempunyal tugas membantu
Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan infrastruktur layanan data
centre.

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi
Infrastruktur Layanan Data Centre rnempunyai tungsi:

a.
b.

d.

c.

penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi,

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

menyiapkan  bahan kebijakan, perencanaan, penyusunai,
pengembangan, pengelolaan dan penctapan dalam pelaksanaan
infrastruktur layanan data centre yang meliputi ekosistem pusat data,
Virtual Cloud Computing SKPD, recovery data dJdar standarisasi
perangkat keras;

penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Seksi Infrastruktur Layanan Data Centre mempunyai
uraian tugas:

a.

k.

memimpin, raengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;



—

menylapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya;

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan; :
menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
menyiapkan bahar penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya,

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalam ketentuan pedcman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya,

memberikan pertimbangan teknis dan/atau admunistradf terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan,;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
melaksanakan pengembangan Elosistem Pusat Data meliout
Regulasi, Supervisi dan Perencanaan Infrastruktur Data Centre dan
Disaster Recovery Center (DRC);

melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Layanan Virtual Cloud
Computing SKPD;

melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Government Cloud
Computing Kota Bekasi;

mengembangkan Data Center (DC) dan Pengelolaan Layanan dasur
Data Centre Kota Bekasi;

memfasilitasi layanan recovery data,

melaksanakan penyusunan dan penetapan Disaster Recovery
Procedure (DRP);

melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Disaster Recovery
Center (DRC);

melaksanakan Quality of Service Cato Centre dan Disaster Recovery
Center (DRC);

melaksanakan penyusunan dan penetapan standarisasi perangkat
keras meliputi personal computcr, laptop dan server;

mengkaji pola kemitraan Government to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C);
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah,
melakukan koordinzsi teknis Kepala Bidang daiam pelaksanaan
tugasnya,



(1)

(3)

y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Frovinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya,

aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

bb. melaksanakan pengawasan rmelekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlalk;

dd. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kirierja sesuai bidang
tugasnya;

ee. merumuskan dan menyampaikan laporen pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu Bidang
merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dau
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan keamanan intormasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi

Keamanan Informasi mempunyai fungst:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serla rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, perencanaan, pengamanan,
monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keamanan informasi
yang meliputi pengamanan informasi infrastruktur dan teknologi
serta sistem elekironik keamanan informasi;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan aan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

c. menylapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya,

d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinain;

e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pirpinan;



h.

—

—

<

aa.

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program Kerja dan
rencana Kkegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepa'a
Dinas menurut skala prioritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk diramuskan menjadi rcacana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahan dan usulan rencena kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitar. kewenangan
dalam ketentuan pedoman tats naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian
Rekomendasi/Ncta Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya,

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesual lingkup tugasnya kepada
pimpinan,

memberikan saran dan pertimbanrgan kepada pimpinary;
melaksanakan tata kelola dan kerangka kerja pengamanan informasi
infrastruktur strategis serta teknologi keamanan informas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan
informasi,

menangani insiden keamanan informasi, dan budaya keamanan
informasi;

melaksanakan penyelenggaraan Sertiiikasi Elektronik Induk (Koot
CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk {CA Berinduk) dan pembangunan
ekosistem Penyeclenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE); '
melaksanakan monitoring traffic data;

melaksanakan pengaplikasian ~manajemen  resiko (IT Risk
Management) dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi;
pelaksanaan forensik digital, (Hacking Forensik Investigatior) dan
tracing aktifitas komunikasi data;

melaksanakan audit Kcamanan Informasi;

melaksanakan layanan filtering konten negatif Penierintah;

mengkaji pola kemitraan Government 1o Government {(G2G),
Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C),
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya,

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah oaik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemecrintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

mengarahikan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;



bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlakuy;

dd. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinzrja sesuai bidang
tugasnya;

ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan,;

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang e-Government

Pasal 17

Bidang e-Governrent mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan aplikasi dan integrasi
sistem informasi, pengembangan e-government serta tafa kelola e-
government untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang e-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai
lingkup bidang tugasnya,

c. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangan
dan penctapan dalam pelaksanaan pengembangen aplikasi dan
integrasi sistem informasi yang meliputi aplikasi Pemerintahan dan
sistem inforrnasi pelayanan publik yang terintegrasi;

d. perumusan kebijakan, perencansan, penyusunan, pengembangan,
penyelenggaraan dan penetapan dalam pelaksanaan pelngembangan
e-government yang meliputi sistem informasi smart city dan patriot
operation centre, domain, portal dan website;

e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, penetapan,
penyelenggaraan dan pengelolaan daiam pelaksanaan tata kelola e-
government yang meliputi implementasi e-government, smart city dan

workshop TIK;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup
tugasnya,

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala
Dinas;

h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Bidang e-Government mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;
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menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk
dirumuskan menjadi konsep visi dan rnisi Dinas;

menyusun dan merumuskan rencana strategis tidang;

menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis sesuail lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penietapan kebijakan pimpinan,

menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun, merumushan, serta menetapkan program kerja dan
rencana Kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala
prior.tas;

merumuskan usulan rencana anggaran Kkegiatan bidang untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;

menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Linas;
mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang
berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan,;

mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik
lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui
Sekretariat;

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada
Kepala Dinas;

memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas
terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

merencanakan, membagi tugas, meruberi petunjuk, m=nyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaperkan peleksanaan kegiatan
bidang yang meliputi pengembargan aplikasi dan integrasi sistern
informasi, pengembangan e-government serta tata kelola e-
government,

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif peinecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang
lainnya dalam pelaksanaan tugasnya,

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Fusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Dinas;

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Bidang sesual kefenituan yang berlaku;
memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya ates
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;



(1)

v. merumuskan dan menyampaikan laporan perianggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui
Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima
jabatan;

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesual wewenang bidang tugasnya.

Bidang e-Government, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
b. 3Seksi Pengembangan e-Government;

c. Scksi Tata Kelola e-Government.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi rnempunyai
tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas,
melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan
pengembangan aplikasi dan integrasi sistem informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (i), Sexsi
Pengembangan Aplikesi dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai
fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sekst;

b. penyiapan bahan penyusunan dan pervmusan kebijakar., petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaaii, penyusunan,
pengembangan dan penetapan dalam pelaksaraan peingembangan
aplikasi dan integrasi sistem informasi yang meliputi aplikasi
Pemerintahan dan sistem 1informasi pelavanan publik yang
terintegrasi;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan,

e pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan avat (2), Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem
Inforinasi mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya,

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang

untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis

sesuai lingkup bidang tugasnysa;

d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnva sebagai bahan penctapan
kebijakan pimpinan;

e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

f.  menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas,

2]



aa.

bb.

menyilapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahar dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan
ritin sesuai bidang tugasnya;

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,;

menyiapkan bahan dan meryusun konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya;

memberikan pertimbangan teknis den/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya Kepada
pimpinan:

memberikan saran dan pertimbangsn kepada pimpinan;
melaksanakan pengembangan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan
publik yang terintegrasi,

melaksanakan penyusunan dan penetapan standar format metadata
(IT Library) dalam penyusunan aplikasi;

melaksanakan supervisi SKPD dalam pembangunan aplikasi dan
Manajemen Database Sistem Informasi SKPD;

melaksanakan audit sistem infermasi (fnformation System Audit),
melaksanakan pengaplikasian intcroperabilitas Sistem Inforrnasi
Layanan publik dan kePemerintahan; :
melaksanakan Layanan Pusat Application Progyramm Interface (API)
Kota Bekasi;

melaksanakan pengembangan Ekosistem Integrasi Sistem Informasi,
meliputi Regulasi dan Perencanaan teknis,

melaksanakan penyusunan dan penetapan standarisasi keamanan
aplikasi/sistem informasi;

melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
interoperabilitas dan pemanfaatan Sistem Informasi ;

mengkaji pola kernitraan Government to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B) dan Government to Citizen (G2C};
mengidentitikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggéaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya,

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalara rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

melaksanakan pengawasan melekat secara bejenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
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cc. memberikan sanksi sesuai kewenaugan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

dd. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bicang
tugasnya,

ee. merurmmuskan dan rmenyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuail wewenang hidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pengembangan e-Government mempunyai tugas membar:tu Bidang
merencanakan, memimpin, membagl tugas, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan e-government.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi

Pengembangan e-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tuzasnya,;

c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan,
pengembangan, penyelenggaraan dan penetapan dalam pelaksanaan
pengemhbangan e-government yang meliput sistem ir.formasi smart
city dan patriot operaticn centre, domain, portal dan website;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis das: evaluasi kegiatan,;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pengembangan e-Governmsnt mempunyail
uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksansan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuali lingkup bidang tugasnya:

d. menyiapkan bahan untuk peruinusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan;

e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

.  menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan bieya kegiatan
rnutin sesuai bidang tugasnya;
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aa.

bb.

CccC.

dd.

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalam ketentuan pecoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangsan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya;

memberikan pertimbangan teknis dan/atau acministratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinen;
melaksanakan pengembangan Business Process Re-engineering
pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan non pemerintah
(Stakeholder Smart City};

melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City dan Patriot
Operation Centre (POC) Kota Bekasi,

mengembangkan website dan media pengaduan on'ine Pemerintah
Kota Bekast;

melaksanakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian
Smart City,

melaksanakan penyelenggaraan ckosistem TIK Smart City,
melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain
Pemerintah Kota Bekas;,

melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam
pengelolaan domain, Portal dan website;

menetapkan tata kelola nama domain, sub domain dan emaii resmi
Pemerintah Kota Bekasi;

melaksanakan penyusunan dan penctapan standarisasi keamanan
domain, Portal dan website;

mengkaji pola Kkemitraan Government to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B) dan Government to Citizen (G2C);
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masaleh;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya,

melakukan koordinasi dengan jajarai Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
inengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya,

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

mejaksanakan pengawasan melekat — sccara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuali izetentuan yang berlaku;

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku,
menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya,



(2)

(3)

ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat scrah terima jabatan;

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibeiikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasa! 20

Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas membantu Bidang
merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan tata kelola e-government.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiimana dimaksud ayat (1), Seksi

Tata Kelola e-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan hahan kebijakan perencanaan, penyusunan, penctapan,
penyclenggaraan dan pengelolaan dalam pelaksanaan tata kelola e-
government yang meliputi implementasi e-government, smart cityy dan
workshop TIK,

¢. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kerala Bidang.

Untuk ranenyeleriggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2}, Seksi Tata Kelula e-Government mempunyai uraian
tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusen rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya,;

d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan, ;

e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedomian kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

f.  menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala pricritas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutithan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya;

i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaiter. kewenarngan
dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,;
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menyilapkan bahan  dan menyusun  konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkap
tugasnya;

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan,;
melaksanakan penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO);

melaksanakan penetapan regulasi dan  kebijakan terpadu
implementasi e-Government Kot Bekasi;

melaksanakan penyusunan dan penctapan Tata Kelola e-Government
Kota Bekasi;

melaksanakan layarnan koordinasi kerja sama lintas Organisasi
Perangkat Daerah, lintas Pemerinteh Daerah dan lintas Pemerintah
Pusat serta non pemerintah;

melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan
sertifikasi teknis Tata Kelola e-Government (Certified IT Manager;;
melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi e-Government dan Smart City;

melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
melaksanakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
mengelola workshop TIK Kota Bekaasi;

mengkaji pola kernitraan Governunent te Government (G2G),
Govemment to Bussiness (G2B) dan Government to Citizen (G2C);
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan Xkoordinasi teknie Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya,

melakukan kcordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerirtahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja,

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku,
memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang
berlaku;

menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya,

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawahan
pelaksanaan tugas secara administratfif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.
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Paragraf 6
Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 21

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perurnusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dinas yang meliputi statistik sektoral, statistik
indikator makro serta persandian untuk mencapai pelaksanaan teknis
urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Kerja dan rencana kegiatan Bidang;

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai
lingkup bidang tugasnya;

¢. perumusan kebijakan, perencanaarn, penyusunan, pengembangan,
pengclahan, analisa dan penyajian dalam pelaksanaai statistik
sektoral yang meliputi basis data statistik sektoral, estimasi statistik
sektoral dan metadata statistik sektoral;

d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, per.gembangan,
pengolahan dan penyajian dalam pelaksanaan statistik indikator
makro yang meliputi basis data statistih maro, estimasi statistik
makro dan metadata statistik makio;

e. perumusan Kkebijakan, perencanaar, penyusunan, pengelolaan,

pengamanan dan pengembangan dalam pelaksanaan persandian

yang meliputi informasi berklasifikasi, komunikasi sandi dan sumber
daya manusia persandian,;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup

tugasnya,;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyn sesuai perintah Kepala Dinas;

h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

—ty

Untuk menyelenggaralkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai uraian
tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dsn mengendaiikan pelaksanaan
tugas sesual lingkup bidangnya,

b. menyusun bahan visi dan mis sesual bidang tugasnye untuk
dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;

c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis sesuai lingkup hidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinar;

e. menyusun dan merunuskan pedoman kerja pada lingkup bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

f.  menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja  dan
rencana kegiatan Bidang scsaal dengan rencuna strategis dan
kebijakan vang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala
prioritas;
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merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;

menyusun dan mengajukan usutlan rencana kebutuiren biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah ainas yang
berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

mengoreksi dan memaraf konsep Rel:cmendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik
lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalu1 Sekretariat,
memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada
Kepala Dinas;

memberikan masukan, saran dan informasi kepade Kepala Dinas
terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keglatan
bidang yang meliputi statistik sektoral, statistik indikator makro serta
persandian,

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah,;
melakukan koordinasi teknis dengen Sekretaris dan Kepala Bidang
lainnya dalam pelaksanaan tugasnva;

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kote, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Dinas;

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawshan dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja dar. pengembangan karier;
melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
memberikan sanksi sesuai kewenaangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawuban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris
setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:

a.
%

C.

Seksi Statistik Sektoral;
Seksi Statistik Indikator Makro;
Seksi Persandian.

Pacsai 22

Seksi  Statistik  Sektoral mempunyai tugas membantu Bidang
merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan statistik sektoral.
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Untuk menyelenggsrakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi
Statistik Sektoral mempunyvai fungsi:

a. penyusunan prograrn dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan kebijjakan, perencanaan, penyusunan,
pengembangan, pengolahan, analisa dan penyajian dalam
pelaksanaan statistik scktoral yang meliputi basis data statistik
sektoral, estimasi statistik sektoral dan metadata statistik sektoral;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan baban penyusunan dan perumusan visi tnisi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

c. menyiaplkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya;

d. menyiapkan bahan untuk perumussn kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebi‘akan pimpinan;

e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan prograin kerja dan
rencana Kkegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang; ,

h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya,

i. menyiapkan kousep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalamm ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan;

j.  menylapkan bahan dan menyusun konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
tugasnya;

k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan,

. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

m. melaksanakan pengembangan indikator pengukuaran tingkat
perkembangan, disparitas dan tingkat keberhasilan Statistik
Sektoral;

n. melakukan penyusunan, pemeliharaan serta pengembangan basis
data statistik Sektoral;
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o. melakukan pengolahan metadata statistik Sektoral melaksanakan
pengolahan data statistik sektcral meliputi statistik kependudukan,
statistik kesejahteraan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan
sosial, perumahan dan pendidikan, statistik ketakanan wilayah,
statistik lingkungan hidup, statistik politik dan keamanarn, statistik
peternakan dan perikanan, statistik industri besar dan sedang,
industri kecil dan kerajinan rumah tangga, statistik harga konsumen
dan perdagangan besar, statistik harga produsen, statistik niaga dan
jasa, statistik ekspor dan impor,statistik sarane can jasa pariwisata,
wisatawan, angkutan darat, statistik perumahan dan konstruksi, dan
indikator lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

p. melaksanakan analisis data dan penyajian data hasil perhitungan
indikator serta estimasi Statistik Sektoral;

q. melaksanakan penyajian data statisik Sektoral;

r. mengkaji pola kemitraan Government to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B) dan Government to Citizen (G2Cj;

s. rmengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

t.  melakukan koordinasi teknis Kepaia Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya,

4. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

v. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksansan kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnys, '

w. membina, mengevaluasi dan mmemotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja:

x. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

y. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan esclonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

z. menyiapkan bahan perumusan bahan laporat kinerja sesuai bidang
tugasnya,;

aa. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Xepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Statistik Indikator Makro mempunyai tugas meinbantu Bidang
merencanakan, memimpin, membagl tugas, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan statistik indikator makro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi

Statistik Indikator Makro mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
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d.
e.

penyiapan bahan kebijaxkan, perencanaan, penyusunan,
pengembangan, pengolahan dan penyajian dalam pelaksanaan
statistik indikator makro yang meliputi hasis data statistik mao,
estimasi statistik makro dan metadata statistik makro;

penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Seks: Statistik Indikator Makro mempunyai uraian
tugas:

a.

b.

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya,

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi inisi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusail rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya;

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan,

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman Kkerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencane Kkegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala prioritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya,

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya,
memberikan pertimbangan teknis dan/atau administrati terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
melaksanakan pengembangan indikator pengukuran tingkat
perkembangan, disparitas, dan tngkat keberhasilan Statisfik
indikator Makro;

melakukan penyusunan, pemeiiharaan, serta pengembanigan basis
data statistik indikator makro;

melakukan pengolahan metadata statistik malro meliputi IPM (AHH,
AMH, RLS, PPP), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya
Beli, Tingkat Pengangguran Terhuka, Jumlah dan Laju Penduduk,
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan, PDRB, Laju
Pertummbuhan Ekonomi, IKK dan Inflasi, dan indikator lainnya sesuai
ketentuan yang berlakuy;
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V.

aa.

bb.

melaksanakan analisis data dan penyajian data hasil perhitungan
indikator serta estimasi Statistik Makro,

melaksanakan penyajian data statisik makro;

mengkaji pola kemitraan Government to Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B) dan Government to Citizen (G2C);
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan peryelenggaraan
kegiatan serta memberikan aiternafif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya;

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan fugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang;

mengarahkan, mendistribusikan, memeonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan Kkegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

mermbina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhiadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlalay;
menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya;

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatar;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesual wewenang bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Persandian mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan,
memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan
teknis dar. kegiatan Persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiinana dimaksud ayat {1), Seksi
Persandian mempunyai fungsi:

a.
b.

d.
€.

penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunarn, pengelolaan,
pengamanan dan pengembangan dalam pelaksanaan persandian
yang meliputi informasi berklasifika si, komunikasi sandi dan sumber
daya manusia persandian;

penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Seksi Persandian mempunyai uraian tuges:

a.

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas sesuai lingkup bidangnya;
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menyiapkan bahan penvusunan dan perumusan visi misi Bidang
untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis
sesuai lingkup bidang tugasnya,

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan;

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penectapan kebijakan pimpinan;
menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan
rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan
rencana strategis dan kebijakan vang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas menurut skala pricritas;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kcglatan pada
lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana
anggaran kegiatan bidang;

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan
rutin sesuai bidang tugasnya,

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan
dalain ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/ disposisi pimpinan,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa
pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup
cugasnya;

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait
kebijakan-kebijakan strategis sesual liugkup tugasnya kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; :
melakukan perimusan kebijakan persandian di lingkungan
Pernerintah Kota Bekas!;

melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis tingkat
kerawanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis informasi
berklasifikasi milik pemerintah Kota Bekasi;

menyusun peraturan teknis tata keiola persandian;

menyusun peraturan teknis operasional persandian antar SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola koniunikasi sandi
antar perangkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
melakukan pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan, aset/fasilitas/
instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau
metode pengamanan persandian lainnya;

melaksanakan penerapan perangkat lunak dan perangl:at keras
persandian SKPD di lingkungan Pemerintah Kotz Bekasi,
melaksanakan pengukuran dan evaluasi tingkat kerawanan informasi
secara internal pada masing-masing perangkat daerah,



ada.

bb.

ccC.

dd.

ec.

ff.

HE.

d.

kk.

melaksanakan  penetapan  informasi  berklasifixasi  melalui
pengklasifikasian informasi milik pemerintah Kota Bekasi;
melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan
penghancuran informasi berklasifikasi,;

melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
persandian;

mengkaji pola kemitraan Goveirnment (o Government (G2G),
Government to Bussiness (G2B) dan Government to Citizen (G2C);
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan
tugasnya,

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas
sesuai kebijakan Kepala Bidang; :
mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan Kegiatan secara teknis operasional dan
fungsional pada lingkup tugasnya;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja;

melaksanakan pengawasan melekat secara b=rjenjang terhadap
pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku,
menyiapkan bahan perumusan baban laporan kinerja sesuai bidang
tugasnya,

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggur.gjawaban
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Eidang setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai wewenang bidang tugasnya.

Paragrat 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 235

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang tenaga fungsional masing- masing, sebagaimana Peraturan
Perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fuagsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

Masing-masing keiompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior yang diturijuk oleh Kepala Dinas.



(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan

(4)

(4)

(5)

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota. '

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Dinas merupakan satu kesatuan
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
hubungan fungsional dengan instansi terkait.

Sekretaris dan Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Setiap kepala satuan organisasi di lingkurigan Dinas bertanggung jawab
memimpin, memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan
pengawasan melekat.

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam
melaksznakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 728

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya
secara teratur dan tepat waktu kepada Wali Kota sesuai mekanisme yang
berlaku.

Setiap pimpinan unit crganisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti

arahan dan bertanggung jawab kepada atasannya niasing-masing serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.



(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan
laporan yang wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungart.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan daa cara penyampaiannya
berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan. Kepala Dinas dapat menunjuk
Sekretaris guna melaksanakan sebagian tugasnya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan meiaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud ayat (1), Sekretaris dapat menunjuk selah satu Kepala 3idang
dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyiapan bahan peneraparn
dan/atau kebijaksanaan Wali Kota d’ bidang kepegawaian.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian clalam satuan kerjanya.

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian mengikuti Peraturan
Perundang-undangan

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas berasal dari APBD serta penerimaan sumber-sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan dan ketentuan lain

yang mengatur hal yang sama seria sederajat atau di bawahnya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 33
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 2017,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal
SEKRETARIS DAFRAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI
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